
I. Undang-Undang Nomor 14 Tuhun 1950 tentang Pl!mbentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkuJlgan Pro\insi .Jawa 
Barat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor ~ Tahun 1990 ll'lllang S..r«11 SullJJ'ill 
Karya Ceta.k clan Rekam [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tarnbahan Lembatan 
Nega.ra Republik Indonesia Nomor 3418); 

3. Un<lang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tcntang Hak Cip(a 
(l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4220); 

Mcngingat 

-nirnbang a. bahwa untuk mernperjelas ruang lingkup kewenangan 
pembangunan kebudayaan agar tetap lestari, perlu 
adanya suatu acuan yang menjadi dasar Pemerintah 
Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan perlindungan, 
pengembangan clan pemanlaatan kebudayaan, 
khususnya dalam memben tayanan publik di bidang 

kesenian; 
b. bahwa Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 

Nomor: KM.43/PW.501/MKP/03 tcntang Kcwcnangan 
Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang t.;escnian 
sudah tidak sesuai dengan perkernbangan, tuntucan. 
clan kebutuhan masyarakar sehingga perlu disesuaikan; 

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b di atas. Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Kesenian rersebur perlu 
ditetapkan dengan Peraruran Bupati. 

BVPATI BEKASJ 

DENGAN RAH MAT TlJHAN YA?>IG MAHA ESA 

STANOAR PELAYANAN l\l!NIMAL BIDANG KESENJAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

TE:NTANG 

PERATURAN BVPATI BEKASI 
Nomor: ~ Tahun 2015 

BUPATI BEKASI 



lfndsn,1-lirul.ulg N,:,mor 25 Tahun 200,S ien..-.ng Sistem 
Ptse,.::a.na.an Panba.ngunan Nasional (Lcrnbanln Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara RepLtblik Indonesia 
Nomor 4421 ); 

5. Undang-Undartg Nomor 23 Tahun 20 14 tenUllng 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembanln 
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraruran Pernerinta h pengganti undang-undang Nomor 
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tah.un 2014 rentang Pemerint..'Ulan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200l tentang ~~ 
Keuangan antara Peroerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 43 TahWl 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5071); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tuhun 2010 ,eniang c_.. 
Budaya (Lembaran Negara. Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5168); 

9. Peraruran Pemerintah Nomor 20 Tahun .20().1 temang 
Rencana Kerja Pemerimah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembara.n 
Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

10. Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan KeuangM Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

I l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
f\::doman ~nyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ternang 
Pembinaan dan Pengawasan Pcnydenggar.wn ~tah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4594); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tc:ntang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi fbne,intah 
(Lcmbaran Negara Republ.i.k Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 



1-! Pt-nituran Pemenn:ah ~omor ..!O Tahun 2006 ten.tang. Tata 
earn. Penyusunan .Rencsna ?tm.bru1:gu.o.att Nasional 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 97, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4664); 

15. Peraruran Pemerinrah Nomor 31'ahun 2007 (entrulg l.aporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah kepada Pl:melimah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepsda Dewan Pe,wakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kq,ada 
Masyarakar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahua 2007 Nomor l 9. 'I'ambahnn Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

16. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2<XY1 tentang 
Pembagian Orusan Pemerimahan antara lttnerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, clan Pt:merimah Daerah 
Kabupatcn/Kota [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraruran Pemerin tah Nomor 4 I Tahun '2f)(Yl =tang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

I 8. Pcraturan Pemeri.ntah Nor.nor 6 Tahun 2008 tenta.n(t 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repub!Jk 
Indonesia Nomor 4815); 

19. Peraruran Pemerintah l\omor 8 Tahun 2008 ,encang 
Taha pan, Tata Cata Pen) -usunan, Pmgcrid$1ian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana l'lembang!.inan Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

20. Peraturan Menreri Kebudayaan dan Pariwisata 
Nomor Pll,l. J 7 /HK.00 I /MKP-2005 teruang Orgiulisasi dan Tata 
Ke!Ja Departemen Kebudayaan clan Pariwisata ~ 
relah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mcntcri 
Kcbudayaan clan P.am,isata Nomor PM.07 /HKOOl/MKP-'lf)()'l; 

2 I. Peraturan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 6 Tahun J007 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetllprut 
Standar Pelayanan Minimal; 

22. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
Pcrubahan Atas Peraturan Menceri Dalam Ncgcri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peagclolaan 
Keuangan Daerah; 

23. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
teruang Pedornan Penyusunan Rcncana Pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal; 



BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi: 
b. Pemcrintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

lainnya scbagai Penyelenggara Pemerintahan daerah 
Kabupaten Bekasi: 

c. Bupati adalah Bupaci Bekasi; 
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bekasi; 
e. Sadan Kepegawaian yang selanjumya adalah Sadan 
• Kepegawaian Kabupacen Bekasi; 
r. I nspektorat adalah inspekrorat Kabupaten Bekasi; 
g. Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disebut 

SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintab Daerah 
yang bertanggung jawab kepada Bupati dsism Tllill!ka 
penyelenggaraan pemerintahan; 

h. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda Dan 
Olahraga Kaoupaten Bekasi; 

i. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan 
yang menjadi hak dan kewajiban setiap ungkatan 
dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan 
mengurus Iungsi-fungsi tersebut yang menjadi 
kewenangannya dalam rangka rnelindungi, melayani, 
rnemberdayakan, dan menyejahterakan masyarakar; 

MEMUTUSKAN: 

Mcnetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN 
MINIMAL BIDANG KESENIAN. 

24. Peraruran ~entcri Dalam Negeri Nomor ~ Tahun 2010 
rentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun '2008: 

2S. Peramran Daerah Kabupatcn Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 
ten tang Urusan Pcroerinrah Kabupaten Bekasi 
[Lembaran Daerah Kabupc'"lten Bekasi Tahun 2008 
Nomor 6); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tohun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 
Nomor3); 

27, Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 
2014 ten tang Organisasi Perangkat Daerah (Lembatan 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8). 



(3) 

(2) 

BABU 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Penerapan SPM Bidang Kescnian Kabupaten Bekasi dalam 
menjarnin pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat Bidang 
Kesenian. 
Penerapan SPM Bidang Kesenian disusun dalam rangka 
Pl'nyclenggaraan urusan wajib Pemerintahan Oaerah Kabupaten 
Bekasi yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Kesenian. 
Penerapan SPM Bidang Kesenian di lingjrung;an Pemcrintah 
Kabupaten Bekasi merupakan bagjan dari penyelcngg,lraan 
pelayanan dasar nasional. 

(I) 

J Un.tS3r Wltyd· add.lah urusan pemenntahan yang "a.Jtb 
diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Bekas. berkaitan dengan pelayanan da.sa.r; 

k. Standar Pelayanan Minimal yang sclanjumya disingkat 
SPM adaJah ketentuan tenrang jenis clan rnuru pelayanan 
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berha.k 
diperoleh senap warga secara minimal; 

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian adalah 
ketenruan ten tang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang 
Kesenian yang merupakan urusan wajib daerah yang 
berhak diperoleh setiap warga secara minimal: 

m. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang 
mendasar dan mutlak unruk memenuhi keburuhan dasar 
masyarakat dalarn kehidupan sosial, ekonomi dan 
pemerintahan; 

n. lndikacor SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan 
kualitatif yang digunakan untuk menggarnbarkan besaran 
sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM 
berupa Masukan, proses. hasil dan/atau manfaat 
pelayanan dasar: 

o, 'Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan 
pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan; 

p. Anggaran Pendapatan dart Bel.."lnja Daerah at<ttu yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi. 



Pasal 4 
( 1) Rencana Pencapaian SPM Bidang Kcsenian di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bekasi dilaksanakan secara 
bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan 
potensi daerah. 

{2) Rencana Pencapaian SPM Bidang Kesenian di Lingkungan 
Pemerinlah Kabupatcn Bekasi merupakan tolok ukur 
tingkat prestasi kerja pelayanan dasar Bidang Kesenian. 

(3) Rencana Pencapaian SPM Bidang Kescnian di Lingkungaa 
Pemerintab Kabupaten Bekasi dijabarkan menjadi target 
tahunan pencapaian SPM Bidang Kesenian. 

e. Satuan Kerja penanggungjawab 
(2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

huruf a, meliputi : 
a. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Bidang 

Kesenian; 
b. Sara na dan Prasa ran a; 

(3) lndikator dan target standar pelayanan minimal Bidang 
Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b, c, d 
dan e tercanturn dalam lamplran l yang merup.akan bagian 
tidak rcrpisahkan dari Peraturan Supati Ult 

(4) Pen era pan Penyelenggaraan pelayanan Bidang Kesenian 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan sesuai 
dengan petunjuk teknis operasional pencrapan SPM Bidang 
Kesenlen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. 
Keteruuan mengenai petunjuk teknis operasional penerapan 
pencapaian SPM Bidang Kcseoian di lingkungan Pemerinta.h 
Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tercantum dalarn Iampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupaci ini. 

(5) 

BAB Ill 
P£NERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN 

STANDAR PELAYANAN MI1'1ll\lAL 
BlDANG KESENIAN 

Pasal 3 
( 1) Penerapan SPM Bidang Kescnian sebaga.imun,.t dunnks.ud 

pada Pasal 2 mcrupakan target pelayanan dasar Bidang 
Kesenian, yang meliputi : 
a. Jenis Pelayanan Dasar; 
b. Indikator Kinerja: 
c. Nilai SPM; 
d. Target Tahunan ; dan 



Pasal 8 
( l) Hasil moniroring dan evaluasi penerapan dan pencapaian 

SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayai (2) dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan 
pengawasan dalam penerapan SPM Bidang Kesenian serta 
pengembangan kapasitas pemerim:ah daerah. 

BAB IV 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 7 
(I) Satuan Kerja Perangkac Dae rah penanggungjawab 

penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian 
menyampaikan laporan kineria pcnerapan dan pencapaian 
SPM Bidang Kesenian kepada Bupati sctiap 6 (Enam) bulau 
sekali. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) sebagru 
bahan Bupati dalam metakukan monitoring clan evaluasi 
penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

Pasal 6 
Jenis pelayanan selain sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 
ayat (2), wajib diselenggarakan oleh Satuan KerJ« 
penanggungjawab sesuai kemampuan, kebutuhan, karakteristik 
clan potensi daerah. 

Pasal 5 

Saruan Kerja Perangkat Oaerah Dinas Pariwisara, Budaya, 
Pemuda Dan Olahraga sebagaimana climaksud dalam Pasal 2, 
melakukan perencanaan pembiayaan penerapan dan pencapaian 
SPM Bidang Kesenian sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

1~1 Target Tahunan sebagamana dimaksud pada ayar (3) 
duuangkan dalam Rencana Kerja Pemerinta.h Daerah 
(RKPD). i«,ncana Kerja satuan Kerja Perangkac Daernh 
(Renja SKPDJ. Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana 
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA­ 
SKPD) berdasarkan Rencana Pernbangurian Jangka 
Menengah Daerah (RP.JMD) dan Rencana Bu-aregts Sau.1an 
Kerja Perangkat Daerab [Renstra SKI'D} sesuai klasifikasi 
belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan daerah. 



BABVl 
PEMBIAYAAN 

Pasal 10 
Pernbiayaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian 
kinerja/ target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan 
dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas pemerintah 
daerah dtbebankan kepada APBD Kabupaten Bckasi. 

- 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 9 
( 1) Bupati melakukan pengswasan atas penyelenggaraan 

pelayanan Bidang Kesenian yang dilakukan oleh Aparatur 
SKPD berdasarkan SPM Bidang Kesenian; 

(2) Pcmbinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dapat didelcgasil<an kcpada SKPD yang menangani 
pengawasan dan/atau SKPD/unit kerja yang mcmbidangi 
penerapan dan pcncapaian SPM. 

121 Pengembangan kapasuas pcrnermrah d~ercth scbagaimana 
dunaksud pada ayat ( !) berupa : 
a. Pemberian Onentasi umum. perunjuk teknis, bimbingan 

rekms, pendldikan dan pelatihan; 
b. Perhitungan sumber daya dan dana yang rubutuhkan 

unruk mencapai SPM Bidang Kcsenian, termasuk 
kesenjangan pernbiayaan: 

c. Penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Kesenian 
dan penetapan target tahunan peneapaian SPM Bidang 
Layanan Tcrpadu bagi Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan; 

d. Penilaian Prestasi kerja pencapaian SPM Bidang 
Kesenian; dan 

e. Pelaporan Prestasi Kerja pencapaian SPM Bidang 
Kesenian Kepada pernerintah melalui gubernur. 

(3) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan kemampuan keternoagaan, personil dan 
keuangan daerah. 



- 

ENG HASANAB YASIN 

/ 

~ / BUPATI BEKASl,~ 

ditetapkan di Cikarang Pusar 
pada tanggal 2, JF:s31!S::R 2015 

Pual 12 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengctahuinya. mernerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penernpatannya dalam 
Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

BABVIl 

KETENTUAN PENUTIJP 

Pasal 11 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini 
sepanjang rnengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebib 
lanjut oleh Kepala Dinas Pariwisata, Budaya, Pe:muda Dan 
Olahraga Bidang Kesenian Kabupaten Bekasi. 


